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BAB III  
PELAKSANAAN KERJA PROFESI 

3.1 Bidang Kerja 
Selama melakukan KP di “LEMIGAS”, Praktikan ditempatkan pada Sub 

Bagian Keuangan Barang Milik Negara (BMN). BMN dianggap sebagai 

kekayaan negara yang harus dikelola dengan baik karena semua barang 

yang dibeli atau diperoleh atas biaya APBN. Mengenai prosedur 

pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) seluruh BMN wajib 

ditetapkan status penggunaannya, kecuali: 

a. Barang persediaan 

b. Kontruksi dalam pengerjaan 

c. Aset tetap renovasi 

d. Barang dari dana deskonfentrasi 

e. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Status Penggunaannya 

(BPYDS)  

f. Barang yang dari awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan. 

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan praktikan saat Kerja Profesi 

ini adalah melihat daftar BMN yang belum di PSP pada aplikasi SIMAN 

(Sistem Informasi Manajemen Aset Negara), Melakukan identifikasi atas 

Barang Milik Negara (BMN) yang belum di PSP (Penetapan Status 

Penggunaan), melakukan klasifikasi Barang Milik Negara (BMN) 

berdasarkan kelompok BMN, menginput SK PSP kedalam SIMAN. SIMAN 

adalah sebuah aplikasi yang dipergunakan dalam menunjang proses 

pengelolaan BMN yang mencakup penggunaan, penatausahaan, 

penghapusannya, perencanaan, dan pemanfaatannya.    

 

3.2 Pelaksanaan Kerja  
Selama melakukan Kerja Profesi di PPPTMGB “LEMIGAS”, 

Praktikan diberikan informasi mengenai perusahaan tempat melakukan 

Kerja Profesi terutama di Sub Bagian Keuangan. Praktikan berupaya tepat 

waktu dan maksimal dalam menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. 

Agar dapat memahami tugas yang diberikan, Praktikan dibimbing dan 
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diberikan arahan oleh pegawai Sub Bagian Keuangan Barang Milik 

Negara. Praktikan diberikan penjelasan secara umum mengenai kegiatan 

yang dilakukan oleh perusahaan serta pekerjaan yang akan Praktikan 

kerjakan sehingga Praktikan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 

maksimal.  

Selama melaksanakan kegiatan Kerja Profesi, Praktikan 

melakukan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara. PSP BMN 

merupakan surat keputusan dari pengelola barang atau pengguna barang 

ataupun kuasa pengguna barang berdasarkan peraturan untuk mencegah 

adanya duplikasi, menjamin kepastian hukum BMN tersebut serta 

amencegah hilangnya arsip data. 
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Proses Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

Pegawai Praktikan

Mulai

Memberi
perintah kerja

Melihat daftar 
BMN yang belum 

di PSP

Melakukan 
identifikasi atas 

BMN

Melakukan klasifikasi BMN 
berdasarkan kelompok 

BMN

Melengkapi dokumen pendukung 
terkait Permohonan Usulan PSP 

BMN pada Satuan Kerja

Mengirim dokumen 
pendukung kepada PPBMN 

Mengirim dokumen ke 
KPKNL/DKJN untuk penerbitan 

SK PSP oleh kemenkeu

Menginput SK PSP 
kedalam SIMAN

Selesai

 
Gambar 3.1 Flowchart Melakukan PSP BMN 

 
Berikut merupakan rincian Praktikan dalam melaksanakan 

pekerjaan yaitu melakukan PSP BMN. Setelah Pimpinan Lembaga yang 

ditunjuk oleh pimpinan lembaga (selaku pengguna barang) menetapkan 

BMN maka dilakukan PSP BMN yang dimana status penggunaannya 

belum ditetapkan. Praktikan melakukan proses Penetapan Status 

Penggunaan Barang Milik Negara yang status penggunaannya belum 

ditetapkan. Praktikan diminta melihat daftar BMN yang belum di PSP pada 

aplikasi SIMAN.   
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Gambar 3.2 Tampilan Menu pada Aplikasi SIMAN  

Sumber: Data yang Diperoleh dari Intenal Perusahaan 

 

Pada gambar di atas pilih menu wasdal, kemudian untuk melihat 

daftar BMN yang belum di PSP terdapat pada kolom data wasdal PKM 207 

lalu pilih menu BMN belum PSP seperti pada gambar berikut: 
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Gambar 3.3 Menu Wasdal Dalam Aplikasi SIMAN  

Sumber: Data yang Diperoleh dari Internal Perusahaan 

 
Kemudian Praktikan melakukan identifikasi atas BMN yang belum 

di PSP, lalu praktikan mengelompokkan BMN berdasarkan kelompok BMN 

yaitu:  

a. Tanah dan Bangunan 

b. Gedung Perkantoran 

c. Nilai Perolehan diatas 100 Juta 

d. Nilai Perolehan dibawah 100 Juta 

e. Asset Tak Berwujud (ATB)  



 

28 
 

 

 
Gambar 3.4 Daftar BMN Selain Tanah dan Bangunan yang Belum di PSP 

Sumber: Data yang Diperoleh dari Internal Perusahaan 

 

 
 

Gambar 3.5 Daftar BMN Selain Tanah dan Bangunan yang Belum di PSP di atas 100 Juta  
Sumber: Data yang Diperoleh dari Internal Perusahaan 

 

 
 

Gambar 3.6 Daftar BMN Selain Tanah dan Bangunan yang Belum di PSP di bawah 100 Juta  
Sumber: Data yang Diperoleh dari Internal Perusahaan 
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Daftar BMN yang telah dikelompokkan untuk setiap gambar daftar BMN 

yang belum di PSP terdiri dari kolom: 

a. No 

b. Nama Barang 

c. Merek/Type 

d. Kode Barang 

e. NUP 

f. Tahun Perolehan 

g. Kondisi 

h. Nilai Perolehan 

i. Nilai Buku 

j. Lokasi 

Setelah dikelompokkan, selanjutnya melakukan kelengkapan 

dokumen pendukung terkait Permohonan Usulan Penetapan Status 

Penggunaan BMN pada satker. Dalam pengajuan PSP ada beberapa 

dokumen pendukung yang diperlukan yaitu:  

a. Daftar Barang 

b. BAST (Berita Acara Serah Terima)  

c. Faktur Pajak (untuk nilai perolehan diatas 100 juta) 

d. Jika BAST (Berita Acara Serah Terima) tidak ada dapat diganti 

dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang telah 

ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja 

Kemudian pegawai mengirim dokumen tersebut kepada PPPBMN 

(Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara) untuk dilakukan verifikasi dan 

evaluasi. Jika sudah sesuai akan dikirimkan ke KPKNL (Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)/DJKN (Direktorat Jendral 

Kekayaan Negara) untuk penerbitan SK PSP yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Keuangan. KPKNL merupakan lembaga pemerintah DJKN 

yang memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap Kepala Kantor 

Wilayah. Mengikuti Peraturan Menteri Keuangan KPKNL memiliki 

tanggung jawab melakukan pelayanan di bidang penilaian, lelang, piutang 

negara dan kekayaan negara. Setelah SK PSP terbitkemudian praktikan 

diminta untuk menginput SK PSP tersebut kedalam SIMAN (Sistem 

Informasi Manajamen Aset Negara).  
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Gambar 3.7 SK BMN 
Sumber: Data yang Diperoleh dari Internal Perusahaan 

 

 
 

Gambar 3.8 SK PSP BMN 
Sumber: Data yang Diperoleh dari Internal Perusahaan 
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Daftar barang yang ada di SK berasal dari daftar barang yang telah 

diusulkan. Selanjutnya Input SK PSP yang sudah terbit dengan memilih 

menu Rekaman SK/Persetujuan kemudian masuk ke kolom Penetapan 

Status Penggunaan BMN lalu pilih menu SK Baru yang terdapat pada pojok 

kiri atas seperti pada gambar dibawah ini:  

 
 

Gambar 3.9 Tampilan Menu Perekaman SK/ Persetujuan  
Sumber: Data yang Diperoleh dari Internal Perusahaan 

 

 

 
Gambar 3.10 Tampilan Menu Rekaman SK/ Persetujuan 
Sumber: Data yang Diperoleh dari Internal Perusahaan 
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Kemudian, upload SK yang sudah terbit lalu isi kolom-kolom kosong 

sesuai dengan ketentuan. Lalu input daftar barang yang ada di SK dengan 

memilih menu tambah seperti yang ada pada gambar 3.9. Selanjutnya 

setelah itu memastikan jumlah kuantitas dan jumlah nominal harus sesuai 

dengan yang ada di SK.  

 

3.3 Kendala Yang Dihadapi 
Selama Praktikan melakukan Kerja Profesi, Praktikan berusaha 

menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal dan tepat waktu. Akan tetapi 

dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi. Kendala tersebut 

yaitu adanya dokumen pendukung yang tidak lengkap seperti pada berkas 

pengadaan dan surat-surat jika pada kendaraan.  

 

3.4 Cara Mengatasi Kendala 
Untuk mengatasi kendala yang dihadapi ialah penyediaan 

dokumen pendukung yang berfungsi sebagai berkas pelengkap dalam 

pengajuan PSP. Selain itu juga melakukan pengecekan ulang atas setiap 

dokumen sebelum dan sesudah melakukan pengajuan PSP. 

 

3.5 Pembelajaran Yang Diperoleh dari Kerja Profesi 
Praktikan mendapatkan berbagai pelajaran saat melakukan tugas 

terkait KP, seperti:  

1. Menambah pengalaman serta wawasan baru terkait dunia kerja. 

Selama melaksanakan Kerja Profesi Praktikan dapat merasakan 

secara langsung bekerja di sebuah perusahaan khususnya di bidang 

yang sesuai dengan jurusan yang diambil. Dengan adanya KP ini 

Praktikan dapat mengetahui keahlian apa saja yang diperlukan dalam 

dunia kerja.  

2. Membentuk pola pikir dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah 

didapat saat perkuliahan melalui peningkatan wawasan, pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan bermasyarakat dalam lingkungan kerja. 

Selama Praktikan melakukan Kerja Profesi di PPPTMGB 

“LEMIGAS”, Praktikan memperoleh pembelajaran terkait pada bidang 

Sistem informasi akuntansi. Sebuah lembaga atau bisnis akan memerlukan 
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informasi keuangan perusahaan, oleh karena itu sistem informasi 

akuntansi merupakan kumpulan dari banyak laporan, formulir, dan juga 

catatan. Sistem informasi akuntansi terdiri dari sistem, praktik, dan proses 

yang mengumpulkan data akuntansi dari proses bisnis, memproses data 

akuntansi secara rinci dengan mencatat, meringkas, mengelompokkan 

data akuntansi ke dalam catatan yang sesuai, meringkas data akuntansi 

untuk pengguna eksternal dan internal serta mengkonsolidasikan (Turner, 

Weickgenannt, & Copeland, 2017). 

Sistem informasi akuntansi berisi informasi yang berguna untuk 

perusahaan serta seluruh pihak yang membutuhkannya. Proses sistem 

informasi akuntansi ini berkaitan dengan teknologi informasi yang berguna 

bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaannya. Jika sistem 

informasi akuntansi membuahkan informasi yang tepat dan benar, maka 

biaya produksi akan lebih efisien dan efektif. Maka dari itu, SIA sangat 

efektif dan penting untuk keberhasilan jangka panjang organisasi 

manapun.  

Praktikan mendapat pembelajaran mengenai implementasi teori 

yang berhubungan dengan SIA yang didapatkan selama perkuliahan. Pada 

implementasinya, Praktikan diberikan kesempatan mengetahui secara 

langsung bagaimana mengoperasikan aplikasi SIMAN (Sistem Informasi 

Manajemen Akuntansi) di Lemigas.  

Dalam teorinya Sistem Informasi Akuntansi memiliki beberapa 

komponen, berikut ini merupakan komponen dari SIA:  

1. Mereka yang memakai sistem. 

2. Pedoman serta ketentuan yang dipakai dalam mengumpulkan, 

memproses, dan menyimpan data.  

3. Data yang berisi rincian informasi mengenai organisasi dan kegiatan 

usahanya.  

4. Mengolah data menggunakan perangkat lunak.  

5. Infrastruktur untuk ketnologi informasi meliputi computer, perangkat 

komunikasi jaringan, dan peralatan tambahan untuk memproses sistem 

informasi akuntansi. 

6. Prosedur keamanan dan kontrol internal untuk melindungi sistem 

informasi akuntansi.  
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Pada PPPTMGB “LEMIGAS” dalam implementasinya pada 

komponen SIA yaitu:  

1. Pegawai sebagai pengguna yang menggunakan sistem informasi yang 

digunakan oleh perusahaan. Dimana pegawai merupakan sumber 

utama dalam memperlancar produktivitas serta memaksimalkan kinerja 

untuk dapat menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan.  

2. Dimana pegawai melaksanakan tugas seperti mengumpulkan, 

memproses dan menyimpan data sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai PSP BMN yang berlaku.  

3. Data yang telah dikumpulkan dan diproses yang berisi informasi akan 

dilakukan pemeriksaan oleh pihak terkait.  

4. Melakukan input data, pada PPPTMGB “LEMIGAS” menggunakan 

aplikasi SIMAN dalam melakukan Penetapan Status Penggunaan 

Barang Milik Negara.  

5. Dalam mengolah data, infrastrusktur perusahaan telah tersedia seperti 

adanya komputer,  jaringan internet, printer serta peralatan lain yang 

digunakan untuk menunjang aktivitas. 

6. Lemigas melakukan prosedur keamanan dan kontrol internal untuk 

melindungi data sensitif. 

Penerapan sistem informasi akuntansi secara teori maupun praktik 

yang terjadi di Lemigas memiliki keterkaitan yang sama. Hal ini karena 

Lemigas menjalankan kegiatannya berdasarkan prosedur yang ada 

dimana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


